
I]UP.,ITI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN

2oI2TENTANGPEDoMANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OI'2

DDN(IAN RAHMA'I..I'UI-IAN YANG MASA ESA
BUPATI CIANJUR,

Mcnimbang :a.

C.

Mcngingat : 1.

b.

bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2OI2, telah diatur berdasarkan Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 02 Taln:un 2OI2;

bahwa dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pedoman

Pelalksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah 'lahun Angga ran 2O72 sebagaimana dimaksud
pada huruf a Perlu disesuaikan;

bahu,a atas dasar pertimbangan sebagaimana
drmaksud pada hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 02 Tahun 2012;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

nepuUtit lndonesia Tahun 1950 Nomor 43)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang
Pcmbeitukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

l-ingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Ilcpublik ltrdoncsitL'lahun I968 Nomor 31, 1'ambahan
Lclnbaran Ncgara Itcpublik lndoncsia Nomor 2851);



3.

2

2. Undang Undang 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 200 1 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200I Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Re publik lndonesia Nomor 4 l50);

Undang Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l'ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4287);

4.

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pcmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Ncganr (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pc--mcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Ncgar:r Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemcnintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Inrloncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Ncgara llcpublik lncloncsia Nomor 4438);

9. Undang-Undetng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(t,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones.ia Nomor 5234):
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12.

13.

14.

17.

18.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Pcrzrturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pcngciolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia Nomor
,+502);

Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone sia Nomor 4575);

Pcrarturan Pcmerinl-ah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45761 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcrnurintah Nomor 65 Tahun 201O tentang Perubahan
Atas PcratLrr:rn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
lcntzlnll Sistcm lnlbrmasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 110,
'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5 1 55);

Pcraluran Pe merintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Flibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia 'lahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pe ngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
I-e mbaran Ncgara Re publik Indonesia Nomor 4578);

Pcraturan l)cmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pcdomzrn Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4585);

Pcraturlln Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
IJcdorrian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik lndonesia Nomor 4593);
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20.

19.

21.

Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Penge lolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahern Lembarran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 78,
'lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
48s5);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndoncsia Nornor 46 1 4);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
l.aporan Pcnl'elenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Inlormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negnra Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupatcn/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l'ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rc'pr r Lrlik Incloncsia Nomor 4737);

PcraLuran Pcme rinlah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pe rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Ncgara Re publik Indonesia Nomor 474 i);

Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
13.rntu.rn Kcuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara RK Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lcmbar:rn Ncgara Re publik Indonesia Nomor 5165);

Pcraturan Pcme rintah Nomor 30 Tahun 20 1 1 tentang
Tata Pinjam:Ln Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia 'l'erhun 201 1 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Ncgara IRcpublik Indoncsia Nomor 52 l9);

22.

24.

25.

26.



27. Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 7O Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Pc'raturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O11
tcnt:rng Perubahan Keduer Atas Peraturan Menteri Dalam
Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengclolaan Keuangan Daerah;

29. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tcntang 'l'ata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 'l'ahun 20 I 1 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O07 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Pcr:rturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pcndap:rt:.rn dan Bclanja Daerah;

30. Pcr:rtrrrirn Mcntcri Dalam Negeri Nomor 17 Tainun 2OO7
tcntirng Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

31. Pcraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tcntang Pcngar.l asan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kcpala Daerah;

32. Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahwn 2OO9
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Parteri Politik;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

t('ntirng Pt:doman Pcmbcrian I-{ibah dan Bantuan Sosial
vung Bcrsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
D acra h;

34. Pcraluran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor iB Tahun
2OO4 tcnLang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah
K:rbupaten Cianjurr (Le mbaran Daerah Kabupaten Cianjur
1'ahun 2OO I Nomor 0B Seri D l) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 1B Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dcu'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Cianj ur (Le mbaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
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35. Pcraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

36. Peraturuln Daerah Kabupaten Cianjur Nomor O3 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri
D);

37. Pcraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tcnt.rng Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pcmbentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2OO8 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
1O Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 20O8
tenlang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
201 1 Nomor 38 Se ri D);

38. Pr:ratrir:rn Dacrah Kabupatcn Cianjur Nomor 11 Tahun
2011 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kerbr:patcn Cianjr-rr Tahun Anggaran 2Ol2 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 43 Seri
D);

39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 20 I 1 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupatcn Cianjur'lahun Anggaran 2072 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur1'ahun 2011 Nomor 44);

40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 20 l2 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan : PDRA'I'URAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PORATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTAN(} PEDOMAN PtrLAKSANAAN ANGGARAN
PtrNDAPATAN DAN BDLAN.JA DAERAH KABUPATEN
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2OI2, yang diundangkan dalam
Be rit:r Dacrah tanggal 2 Januari 20 12 Nomor 02, diubah
scbagai berikut:
1. BAB II, KETtrNTUAN UMUM, Bagian Kesatu, Pengertian,

Pasal l, Nomor 55 dan 56 diubah sebagai berikut :
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55. Pelclangan Sederhana adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan
yang bernilai paling tinggi Rp 5.O0O.00O.000,00
(lima milyar rupiah).

56. Pcmilihan Langsung adalah metode pemilihan
Pcnycdia Pekerjaan Konstruksi untuk pekedaan
yang bernilai paling tinggi Rp 5.O0O.000.O00,00 (lima
milyar rupiah).

2. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 61 dan Pasal
2, diubah sebagai berikut :

(2)

BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 61

Tata cara pengadaan barang/jasa yang dananya
scbagian atau seluruhnya bersumber dari :

a. APBN/APBD;

b. Pinjaman dalam negeri yang diterima Pemerintah
Daerah I

c. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN),

mengacu kepada Peraturan Presiden Republik
lndonesia Nomor 54 Tahun 2O10 tentang Pengadaan
Barang/Jasajo. Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70
'l':rhr,rn 2O 12.

Apabila t.crdapat pcrbcdaan antara Peraturan
Pcngirr|ran B:rrang scbagaimana dimaksud pada ayat
(l) dcngan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang
berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri,
para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa dapat menyepakati tata cara Pengadaan
yang akan dipergunakan.

Pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
melalui :

a. Swakelola;
b. . pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

(4) .Jcnis Pcngadaan Barang/.Jasa meliputi:
a. bara ng;
b. pckcrjeran kon struksi;
c. jasa konsultansi;
d. jarsa ierinnya.

(1)

(3)
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Bagian Kedua

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 62
(1) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan

melalui penyedia barang/jasa terdiri atas:
a. PA/KPA
b. PPK
c. Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
e. Tim Teknis terdiri dari :

1) Panitia/ Pcjabat Pcneliti Pelaksanaan Kontrak
2) Tim Uji Coba, dan lain-lain

f. 'l'im Pcndukung terdiri dari :

1) PPIK;
2) Direksi Teknis/ Lapangan,
3) Konsultan Lapangan, dan lain.

(2) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan
melalui swakelola terdiri atas :

a. PA/KPA;

b. PPK;

c. Ut-l'/ PcjabaL Pcngadaan/Tim Pcngadaan;

d. Paniti:r/ Pcjabat Pcnr:rima Ilasil Pckcrjaan;

c. 'l'im Pendukung apabila diperlukan, antara lain
tcrdiri dari :

1)PPTK;
2) Direksi Teknis / Lapangan.

(3) 'lim swakelola terdiri dari tim perencana, tim
pelaksana dan tim pengawas.

(4) PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yang
diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

(5) Pcngangkatern dan pemberhentian pejabat
scb:rgirirntina dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak
tcrika t tahun .rngg.rran.

(6) Pcrerngkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan
kctcntuan peraturan perundang-undangan yang
bcrlaku.

3. BAB IV, PDNGADAAN BARANG/JASA, Bagian Kelima,
PPK, Pasal (>5, diubah sebagai berikut:

Bagian Kelima
PPK

Pasal 65

(l) PPK mcmpunyai lugas pokok dan wewenang sebagai
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a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang meliputi :

l) spesilikasi teknis barang/jasa;
2) harga pcrkiraan sendiri;
3) rancangan kontrak.

b. menerbitkan surat penunjukan penyedia
barang/ jasa;

c. mcnyctujui bukti pembelian atau menandatangani
kuitansi/ surat perintah kerja/ surat perjanjian;

d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barangl
j asa;

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/ KPA;

t{. mcnverahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/
jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara
Penyerahan;

h. mclaporkan ke majuan pekerjaan termasuk
pcnycrapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
pckcrjaan ke pada PA/ KPA se tiap triwulan;

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dalam hal diperlukan PPK
dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:

1 ) perubahan paket pekerjaan;
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

b. mcnet:rpkan tim pcndukung, antara lain terdiri
dari :

1) I']lvl'K;

2) Direksi Teknis/ Lapangan;

3) Pelaksana Kegiatan;

4) dan lzrin-lain yang dianggap memiliki
. kompetensi sesuai dengan jenis pengadaannya.

c. mcnetapkan tim atau tenaga ahli pemberi
penjelasan teknis (aanruijzel untwk membantu
pelaksanaan tugas Sekretariat pengadaan barang/
jasa Daerah;

d. mcnetapkan besaran uang muka yang akan
dibavarkan kcpada penycdia barang/jasa.

(3) l)l'K rncrupakan pcjabat yang ditetapkan oleh PA
untuk mclarksanakan pcngadaan barang/jasa.

(4) PPK scbagaimana dimaksud ayat (3) dijabat oleh KPA.
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(s)

(6)

Dalam hal kegiatan pada OPD yang tidak
mcmerlukan KPA, maka PA bertindak sebagai PPK.

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. memilikiintegritas;
b. mcmiliki disiplin tinggi:

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis
serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas
dan mcmiliki keteladanan dalam sikap perilaku
scrta tidzrk pernah terlibat KKN;

c. mcnandatangani pakta integritas;

f. tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan
surat perintah mcmbayar atau bencahara;

g diutamakan memiliki sertifikat keahlian
pcngadaan barang/jasa, dan ketentuan sertifikasi
secara utuh akan diberlakukan pada tahun 2012.

(7) Kete ntuan sebagaimana dimaksud pada ayat {6)
huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak
sebagai PPK.

(8) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi
persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g
dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat
r:sclon II di OPD dan/atau PA/KPA yang bertindak
scbagai PPK.

(9) I)crsvirralan manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) hurul c, adalah :

a. bcrpcndidikan paling kurang sarjana S1 dengan
bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai
dengan tuntutan pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
tcrlibat secara aktil dalam kegiatan yang
bcrkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok
dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(i0) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
mc:r:rndatangani kontrak dcngan pcnyedia barangf
jitsa rrpabila bclurn tcrscdiar anggaran atau tidak
cukup tcrscdia anggaran yzrng dzrpat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

(1 1 ) Dalam hal jumlah PNS yang memenuhi persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayat 8 terbatas, dapat
diganti olch PNS paling rendah golongan IIIa atau
disctararkern dengan golongan IIIa.
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4. BAB IV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 67 sampai
dengan Pasal 69, diubah sebagai berikut:

Pasal 67
(1) Paket pengadaan barang/ pekerj aan konstruksi/jasa

lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh
panitia pcngadaan atau 1 (satu) orang pejabat
pt:ngirtli.titzr n .

(2) PakcL pcngadaan jaszr konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp 50.OO0.OOO,00 (lima puluh juta
rupiarh) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan
atau I (satu) orang pejabat pengadaan.

(3) Pcngadaan iangsung dilaksanakan oleh I (satu) orang
pcj:rb:rt pcngadaan.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Anggota Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 68

Anggola panitia pengadaan / pejabat pengadaan, harus
mcmcnul'ri pcrs\':iratan sebagai berikut :

ir. rncrniliki intcgrit:rs. disiplin dan tanggung jawab
clerlam melaksanakan tugas;

b. mcmahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi
tugas sckretariat pengadaan barang/jasa Daerah/
poejabat pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur
pengadaan;

e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
scsuai dengan kompctensi yang dipersyaratkan;

f. menandatanganipaktaintegritas;

g. ketentuan persyaratan sertifikasi keahlian
sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan
untuk kcpala ULP.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Kewenangan Panitia Pengadaan/ Pejabat
Pengadaan

Pasal 69

(l) Tugas pokok dan kewenangan panitia
pengadaan / pejabat pengadaan meliputi :

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/
jasa;

b. menetapkan dokumen pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal jaminan
pena\\'aran:
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d.

C.

f.

mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangf
j asa di uebsite Pemerintah Daerah dan papan
pcngumuman resmi untuk masyarakat serta
mcnl,ampaikan ke LPStr untuk diumumkan dalam
l'ortal Pcngadaan Nzrsional;

rncnilai kualilikzrsi pcnycdia barang/jasa melalui
prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

me lakukan evaluasi administrasi, teknis dan
harga terhadap penawaran yang masuk;

khusus untuk panitia pengadaan :

1) mcnetapkan penyedia barang/jasa untuk :

a) pengadaan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,0O
(dua ratus juta rupiah);

b) pcngaclaan lerngsung untuk paket pengadaan
jasar konsultansi yang bcrnilai paling tinggi
Rp 50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah).

2) menyerahkan salinan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa kepada PPK.

h. khusus pejabat pengadaan :

1) menetapkan penyedia barang/jasa untuk :

a) penunjukan langsung atau pengadaan
langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp 100.O00.000,00
(scraLus juta rupiah);

b) pcnunjukarn langsung atau pengadaan
larngsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) menyerahkan dokumcn asli pemilihan penyedia
barang/jasa kcpada PA/ KPA;

a) mcmbu:rl lapora n me nge nai proses dan hasil
pengadaan kepada Bupati/ Lembaga/ Kepala
OPD/ Pimpinan institusi;

' b) memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/
jasa kepada PA/ KPA.

(2) Selain tugas pokok dan wewenang, sekretariat
pengadaan barang/jasa Daerah/pejabat pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ha1
dipnrlukzrn sekretariat pengadaan barang/jasa
Dacrah/ pcjabat pcngadaan dapat mengusulkan
kcp:rda PI'K :

:.r. pcrubzrhan I'{ PS;
b. pcrubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

g.
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(3) Anggota panitia pengadaan / pejabat pengadaan
berasal dari PNS, b:rik dari instansi sendiri maupun
instansi lainnl'a.

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3), anggota
panitia pengadaan/ pejabat pengadaan pada instansi
lain pengguna APBN/APBD selain K/L/D lI atau
kclompok masyarakat pelaksana swakelola, dapat
berasal dari bukan PNS.

(5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus
dan / atau memerlukan keahlian khusus, panitia
pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan
tcnerga ahli yang berasal dari PNS atau swasta.

((r) Anggota pirrritia pcngardaan dilzrrang duduk sebagai :

a. I)l'K;

b. pcjabat penandatangan surat perintah membayar;

c. bcndaharal

d. APIP, terkecuali menjadi pejabat pengadaan/
anggota p.rnitia pengadaan untuk pengadaan
ba rang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

5. BAB lV, PENGADAAN BARANG/JASA, Pasal 72 sampai
dengan Pasal 74, diubah sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Panitia/ Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan
Pasal 72

(l ) IrA/ KI,A mcnctapkan panitia/pejabat penerima hasil
pckcrj aa n.

Anggota paniLia/ pejabat penerima hasil pekerjaan
bcr:rsal dari PNS. baik dari instansi sendiri maupun
it't sta n si ia innf a.

Snsunan anggota panitia/ pejabat penerima hasil
pckcrjaan diatur lebih lanjut pada Bab VII Pasal 104
pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa melalui
penyedia barang/jasa.

Dikccualikan dari kctentuan pada ayat (2), anggota
panitia/ pcjabai penerima hasil pekerjaan pada
institusi lain pengguna APBN/APBD atau kelompok
masyarakat pclaksana swakelola dapat berasal dari
bukan PNS.

I'anitia/ Pc.jabat pcncrima hasil pekerjaan wajib
mr:mcnrrhi persyaratan sebagai bcrikut :

a. r-ncmiliki intcgritas, disiplin dan tanggung .jawab
dalam mclaksanakan Lugas;

b. memahami isi kontrak;

c. me miliki kualifikasi teknis;

d. mcnarndalangani pakta integritas;

(2t

(s)

(4)

(s)
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e. tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan
surat perintah membayar atau bendahara.

(6) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas pokok dan
wewenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
y.r n g tercan tum dalam kontrak mencakup
kcscsuaian jenis, spesilikasi teknis, jumlah, waktu,
t c nr p.l t., I'u n gsi d:.rn / a t.r u kctentuan lainnya;

b. mcncrima hasil pengadaan barang/jasa setelah
mclalui pe meriksaan/ pengujian;

c. mcmbuat dan menandatangani Berita Acara Serah
'l'r'ri ma Hasil Pt'kcrjaan.

(7) Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/ tenaga
ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/
pejabat pe ne rima hasil pekerjaan.

(8) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)
ditetapkan oleh PA/ KPA.

{()) l)irLlrrn l'itr1 pcngad:ran jasa konsurltansi, pcmeriksaan
pckcrja:rn scbag:rimana dimarksud pada ayat (6) huruf
a, dilakukan sctclah be rl<oordinasi dengan pengguna
jasa kon sultarnsi yang bersarngkutan.

BAB V

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Umum

Pasal 73

(1) PA menvusun rencana umum pengadaan barang/jasa
scsr-tiri clr:ngan kcbutuhan pada OPD masing-masing.

(2) Rcncana umum pcngad:ian barang/jasa sebagaimana
dim:rksucl pad:r ayat (l) meliputi :

zr. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa
yang akan dibiayai oleh OPD sendiri;

b. kcgiatan dan anggarran pengadaan barang/jasa
yang akein dibiayai berdasarkan kerja sama antar
OPD sccara pcmbiayaan bersama (co-financingl,
sepanjang diperlukan;

c. PA/KPA menetapkan cara pengadaan barang/jasa
yang sesuai, baik melalui swakelola maupun
pen-vedia barang/jasa;

d. dalam hal su'ake lola, salah satu kebijakan yang
dite tapkan adalah mengalokasikan anggaran yang
akzrn dilaksanakan oleh kelompok masyarakat
pclaksana swakelola.
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(3) Rcncana umum pengadaan barang/jasa meliputi
kegia ta n - kegiatan sebagai berikut :

a. mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang
dipe rlukan OPD;

b. mcnyusun dan menetapkan rencana penganggaran
l.tntuk pcngadaan barang/jasa sebagaimana
dirnaksud pada a),.rt (2);

c. mcnctapkan kebijakan umum tentang:
l) pcmaketan pe ke rj aa n;
2) cara pengadaan barang/jasa;
3) pengorganisasian pengadaan barang/jasa;
4) pcnggunaan produk dalam negeri.

d. menyusun KAK.

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
paling scdikit mcmuat :

€1. ur:rian kcgiatan yang akan dilaksanakan, meliputi:
It L rt, rr lrt li,kr,ttg:
2; nrrksud drn tuju n:
3) lokasi kcgiatan
4) sumber pendanaan;
5) jumlah tenaga yang diperlukan.

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spcsilikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus
dan/atau memerlukan keahlian khusus, PA/KpA
dapat menggunakan tim/ tenaga ahli untuk membantu
penvusunan KAK, tim/tenaga ahli tersebut dapat
trr:ras:il tlari unsur OI)D tcknis atau swasta.

Pasal 74
(1) Pcnlusunan rcnc.lna umum pengadaan barang/jasa

pada OPD untuk tahun anggaran berikutnya, harus
disclcsaikan pader tahun anggaran berjalan.

(2) Ol)l) rncnl cdiak:rn biarl,a untuk pelaksanaan pemilihan
pcnycdia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD,
yang meliputi :

a. honorarium personil organisasi pengadaan
barang/jasa termasuk tim teknis, tim pendukung,
tenaga ahli dan staf proyek;

b. biava pengumuman pengadaan barang/jasa
tcrmasuk bizrya pcngumuman ulang;

c. bizrl,a penggandaan dokumen pengadaan
bar:rng/jasa;

d. biava lainnl,a yang diperlukan untuk mendukung
pclaksanaan pcngadaan barang/jasa, seperti :

l) biaya survei lapangan,
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3) biaya rapat,

4) biaya pendapat ahli hukum kontrak profesional,
tlrrtt st lrirguint a.

(3) OPD menyediakan biaya pendukung untuk
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran
berikutnya.

(4) OPD dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait
honorarium bagi personil organisasi pengadaan,
se bagai masukan / pertimbangan dalam penetapan
standar biaya oleh Bupati.

6, BAB V, RDNCNNA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA,
Bagian Kctifla Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa,
P:rsal 76, diubah sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 76
(1) PA mcngumumkan rencana umum pengadaan barangl

jasa pada masing-masing OPD secara terbuka kepada
masvarakal luas setelah rencana kerja dan anggaran
OPD disetujui ole h DPRD.

(2) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan rencana
umum pengaclaan barang/jasa secara terbuka kepada
masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan
r('nc.ll-lil keuangan tahunan f)aerah dibahas dan
clist lLrjLri l;r'rsama oleh Pcmcrintah Daerah dan DPRD.

(3) I)A sc:bargaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
mcngumumkan kcmbali rencana umum pengadaan,
apzrbila tt:rdapat peruba han / penambahan DPA.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
prrling kurang bt risi :

a. nama dan alamat PA;
b. pakct pckerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan;
d. perkiraan besaran biaya.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2\,
dilakr,rkan dalam website Pemerintah Daerah dan
patpan pongllmLimaln rcsmi untuk masyarakat serta
Portal Pcngadu:rn Nasional melalui LPSE yaitu :

tuuLu.,. hraproc.lkpp.go.id aLau tuuu.lpse.jabar.qo.id

(6) OPD dapat mengumumkan rencana pelaksanaan
pcngadaan barang/jasa yang kontraknya akan
<1il:rkslrnakan parda tahun anggaran berikutnya/yang
akan clat ang.

7. BAB VI, PDNGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
BARANG/.JASA, Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan,
Pasal 78, diubah sebagai berikut :
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BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan

Pasal 78
(l ) l)crsiaparr pcmililian pcnycdia barang/.jasa te rdiri atas

kcgiatan:
a. perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
b. pcmilihan sist crn pcngarclaan;

c. pcnctapan metodc pcnilaian kualifikasi;
d. pe nyusunan jadu,al pe milihan penyedia barang/

jasa;

c. penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa;
l. penctapan HPS.

(2) Proses persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
dilakukan setclah rencana umum pengadaan
d itctapka n.

8, BAB VI, PtrNGADAAN BARANG/.JASA MtrLALUI PENYEDIA
IIARAN(l /.JASA, Pasal 80 sermpai dcngan Pasal 84, diubah
sc birga i bcrikr-rt:

Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf 1

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 8O

( 1) Panitia/ Pejabat Pengadaan menJrusun dan
menetapkan metode pemilihan penyedia barang/
peker.jaan konstruksi /jasa lainnya.

{2) I'r'nrililrirn pt'rtvcrli'r lt:rrang/jarsa lainnya dilakukan
cicngrrn:

it. pclclangan umum;
b. !elelangan sederhanzr;
c. penunjukan langsung;
d. pcngadaan langsung;
c. konlcs/ saycmbara.

(3) Pcmilihan pcnycdia pekerjaan konstruksi dilakukan
dcngan :

a. pelelangan umum;
b. pclelangan terbatas;
c. pcmilihan langsung;
d. pcnunjukan langsung;

l)( ngirdiriln lirngsu ng.
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a. pelelangan umum;
b. pelelangan terbatas;
c. pemilihan langsung;
d. penunjukan langsung; atau
e. pcngadzran langsung.

(5) IiorrtcslSa-rcmbara dilakukan khusus untuk pemilihan
pcnvcclia barang/j:rsa lainnya yang merupakan hasil
indusrri krcatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Pasal 81

( 1) Pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa
lainnva pada prinsipnya dilakukan melalui metode
pclclangan umum dcngan pascakualifikasi.

(2) Khusus untuk pengadaan barang/ kerjaan konstruksi/
jasa lainnya yang bersifat kompleks dan diyakini
j umlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia
pckerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan
tcrbatils.

{3) l)cmilihrrn pcrn,cciia barar-rg/pckcrjaan konstruksi/jasa
lairrnva rnclrrlui mctodc pclelangan umum diumumkan
palirrg kuran g di utebsite Pe merintah Daerah, dan
papan pcngumuman resmi untuk masyarakat dan
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitu:
wr.u t u. [1yg1p112c.!,;pp4p.k] schingga masyarakat luas dan
clr,in ii,r usnha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.

(4) Apabila dipandang perlu, panitia dapat menambah
media pengumuman antara lain dengan media cetak,
radio, televisi dan mengundang penyedia barang/jasa
vang dianggarp mampu.

Pasal 82

(1) Pcngaclran pckcrjaan yang tidak kompleks dan bernilai
paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
dapart dilakukan dcngan :

a. pclclangan sedcrh:rna untuk pengadaan barang/
jn sr.r lain nl a;

b. pcmilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan
konstruksi.

(2) Pclolangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
dilakukan melalui proses pasca kualifikasi.

(3) Pelclangan sederhana atau pemilihan langsung
diumumkan sekurang-kurangnya di website
Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE, yaitu: tuww.inaproc.lkpp.go.id sehingga
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
rnc mcn uhi kr"rali likasi d:rpat mcngikutinya.

(4) l)alirrn yri:krlangan scdcrhernzr alau pemilihan langsung
tidak zrda ncgosi:rsi lcknis dan harga.
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Pasal 83

I'cnunjukan Langsung tcrhadap 1 (satu) penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat
dilakukan clalam hal :

a. keadaan tertentu;

b. pengadaan barang khusus/ pekerjaan konstruksi
khusus/jasa Iainnya yang bersifat khusus.

Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang
1 (satu) penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa
Iainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan
dan / atau memenuhi kualifikasi.

Pt:nr-rn.jukan l:rngsung dilakukan dengan negosiasi baik
tt kris nrrL.rptrrr lrarg:.r sr:hingg:r dipcroleh harga yang
scsu:ri clcrrg:rn harga pas:lr yang berlaku dan secara
Lckn is dapat dipcrtanggungjau,abkan.

I{ritcrizr keadaan tertenLu yang memungkinkan
dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagai-
mana dimaksud pada ayzrt (1) huruf a, meliputi :

a.. pcnanganan darurat yang tidak bisa direncanakan
scbclumnya dan r,,,aktu penyelesaian pekerjaannya
harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
I ) pertahanan negara;

2) kcamanan dan ketertiban masyarakat;

3) kcsclamatan / pe rlindungan masyarakat yang
pckrksanaan pckcrjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non

nl:rm dan / atau bencana sosial;

b) dalam rangka pcnccgahan bencana, yaitu
tindakan darurat untuk pencegahan bencana
dan/ atau pencegahan kerusakan
inlrastruktur yang apabila tidak segera
dilaksanakan dipastikan dapat
membahayakan keselamatan masyarakat;

c) akibat kcrusakan sarana/ prasarana yang
. dapat menghentikan kegiatan pelayanan

publik.

Pcnanggulangan bencana alam dengan
pcnunjukan langsung dapat dilakukan
tcrhadap pcnyedia barang/ pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang sedang
mclaksanakan kontrak pekerjaan sejenis
tcrdckat dan/atau yang dinilai mempunyai
kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup
scrta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara
t-;-

(2)

(3)

(4)
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- gempa bumi;
- tsunami;
- gunung meletus;
- banjir, kekeringan;
- angin topan;
- tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam
an tara lain :

- kcgagalan tcknologi;
- kcjaclian luar biasa akibat epidemi dan

u;rbtrh pe nvakil.

Yang dimaksud dengan bencana sosial
scpcrti konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror.

pekcrjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi
yarng mcndadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil
Prcsiden;

kegiatan menyangkut pertahanan negara yang
dite tapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan
yang menyangkut keamanan dan ketertiban
maslarakaI vang clitctapkan olch Kcpala Kepolisian
N, g;rr:r R, lrulllik Indr,nt'sill:

kcgiatan bcrsifat rahasia untuk kepentingan
intch.;en dan/atau perlindungan saksi sesuai
dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan; atau

c. Barang/ Pckcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spcsilik dern hanya dapat dilaksanakan oleh 1

(satu) pcnyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak
yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan
untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(5) Kritcria barang khu sus/ pckerjaan konstruksi khusus/
jasa l:tiltnt'a ytlng bcrsifat khusus yang memungkinkan
dilakukan penunjukan langsung sebagaimana
dimaksud pada zryat (l ) hurul b meliputi :

zr. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif rcsmi yang
ditct:rpkan pcmcrintah;

b. pckerjzran konstruksi bangunan yang merupakan
satu kesatuan sistem konstruksi dan satu
kesaluan tanggung jawab atas risiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan / diperhitungkan sebelumnya
(unforeseen conditionl, yaitu kondisi yang tidak
tcrduga yang harus segera diatasi dalam
pe lerksanaan konstruksi bangunan. Misalnya
pcnambahan jumlah atau panjang tiang pancang
:rkihrt kondisi taneh vAnq tidak ferdr rs:r

b

C.

d.
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treatment) yang cukup besar untuk landas pacu
(runway) yang sedang dibangun. Pekerjaan atas
bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan
satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang
dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak
termasuk dalam kategori unforeseen condition.
Contoh antara pondasi jembatan (abuttment)
dengan bangunan atas jembatan (girder, truss,
dsb).

b:rrang/pekcqaan konstruksi/jasa lainnya yang
bcrsilat komplcks yang hanya dapat dilaksanakan
dcngan penggunaan teknologi khusus dan hanya
ada I (satu) penyedia yang mampu;
pckerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat,
obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka
mcnjamin ketcrsediaan obat untuk pelaksanaan
pcningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang
jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

pengadaan kendaraan bermotor dengan harga
khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,
.lntara lain dalam Portal Pengadaan Nasional,

sc,"r'a pcnginapan/ hotel / ruang rapat yang tarifnya
terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
l:rnjutan seu,a gedung/kantor dan lanjutan sewa
ruerng Lcrbuka atau tertutup lainnya dengan
kctcntuan dan tata cara pembayaran serta
pcnyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawab
kan sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi;
pekerjaan pengadaan prasarana, sarana dan
utilitas umum di lingkungan perumahan bagi
marsyarakat berpenghasilan rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang/cleveloper yang
bersangkutan.

Pasal 84
(1) Pcngzrdaan Langsung dapat dilakukan terhadap

p<rngadiran barang/pckerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang bcrnrlai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dengan kctcntuan scbagai berikut:
a. mcrupakan kcbutuhan operasional OPD, yaitu

kebutuhan rutin OPD dan tidak menambah aset
atau kekayaan OPD;

b. tcknologisederhana;

c. risiko kecil;

d.

L

h.
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d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipcnuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
kcc il.

(2) Pengadaarn L:rngsung dilaksanakan berdasarkan harga
yurng berlaku di pasar kcpada penyedia barang/
pckerjaan konstruksi/jasa lainnya.

(3) PA/ KPA dilarang menggunakan metode pengadaan
langsung sebagai alasan untuk memecah paket
pcng:rd:ran menjadi beberapa paket dengan maksud
untuk me nghindari pelelangan.

9. Pasal 87 dan Pasal 88, diubah sebagai berikut:
Pasal 87

( i ) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya
dil:rkukan melalui metode seleksi umum.

(2) I)cmilihln pcnvcdii.r jasa konsultansi melalui metode
sclcl<si umum diumumkan sekurang-kurangnya di
website Pemenntah Daerah, dan papan pengumuman
resrni untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE, yaitu: wtutu.inaproc.lkpp.qo.id,
atau wutu.lpse.jabancrou.qo.id sehingga masyarakat
luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi
kualilikasi dapat mengikutinya.

(3) Daftar pendek dalam seleksi umum berjumlah 5 (1ima)
sampai 7 (tujuh) penyedia jasa konsultansi.

Pasal 88

(l) Sclcksi sedcrharna dapat dilakukan terhadap
pengaclaan jasa konsultansi dalam hal seleksi umum
dinilai tid:.rk cllsicn dari scgi biaya seleksi.

(2) Sckrksi scclcrhana dapat dilakukan untuk pengadaan
jasa konsultansi yang :

:-1. bcrsifat sederhana;

b. berniiai paiing tinggi Rp 200.O00.000,00 (dua ratus
juta rr-rpiah).

(3) Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode
seleksi sederhana diumumkan paling kurang di
utebsite Pemerintah Daerah dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE, yaitu wtutu.inaproc.lkpp.go.id,
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mc ngiku tinyer.

(4) Dal-tar pcndek dalam selcksi sederhana berjumlah 3
(tiga) samp:ri 5 (iima) penyedia jasa konsultansi.

10. Bagian Kccmpat Penclapan Jenis Kontrak, Pasal 92,
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Bagian Keempat

Penetapan Jenis Kontrak
Pasal 92

(l) PPK mene tapkan jenis kontrak pengadaan barang/
jasa.

(2) Kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :

a. kontrak bcrdasarkan cara pembayaran;

b. kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;

c. kontrak berdasarkan sumber pendanaan:

d. kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

(3) Kontrak pcngadaarn barang/jasa berdasarkan cara
l.rt rnlrirvltr:rn scirrgliirnirnlt climaksud pada ayat (2)
hurul:r, tcrdiri atas :

a. kon tra k Lurnp Sum;
b. kontruk harga satuan;
c. kontrak gabungan lump sum dan harga satuan;
d. kontrak persentase;
c. l<ontrak tcrima jadi (Tumkeg).

(4) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan
pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. kontrak tahun tunggal;
b. kontrak tahun jamak.

(5) Kontrak pcngadaan barang/jasa berdasarkan sumber
itcnclirnaun scbag:rimana dim:rksud pada ayat (2) huruf
c, tcrcliri aters:

er. kontrak pcngadaan tunggal;
b. kon lrak pengadaan bersama;
c. kontrzrk payung lFrcLmeuork Contract\.

(6) I{ontrak pcngadaan barang/jasa berdasarkan jenis
pe kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d, tcrdiri atas :

a. kontrak pengadaan pekerjaan tunggal;
b. kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.

11. Pasal 91 sampai dengan Pasal 95, diubah sebagai berikut:
Pasal 94

(l ) Kont r:.rk tahun tunggal merupakan kontrak yang
pclaksanaan pckcrjaannya mengikat dana anggaran
sclama masa I (satu) tahun anggaran.

(2) Iiontrak tahun _1amak mcrupakan kontrak yang
pclaksernaan pckcrjaannya untuk masa lebih dari 1

(satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati,
dengan prosedur sebagai berikut :
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a. PA mengurjukan permohonan persetujuan
pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak
kepada Bupati melalui TAPD dengan dilampiri
penjelasan pekerjaan yang meliputi :

1 . data umum mengenai pekerjaan yang diajukan

2. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
pertahun anggaran

3. uraian rcncana pembiayaan pertahun anggaran
,1. al:rs:rn-alasan diperlukannyan pelaksanaan

kontrak tahun jamak.

b. 'I'APD me lakukan pembahasan dan penelitian
tcrhaderp permohonan dari PA tersebut;

c. bcrdasarkan hasil pembahasan dan penelitian
'l'APD, Bupati dapat menyetujui atau menolak
pcrmohonan tersebut;

d. apabila pcrmohonan tcrsebut disetujui oleh Bupati,
selanjutnya Bupati meminta persetujuan DPRD
mengenai kontrak tahun jamak tersebut.

c. pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun jamak baru
dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari
DPIiD yang tcrtuang dalam Nota Kesepahaman
lntrrrr llupali dcngan Prmpinan DPRD.

(3) Pcrsctujuan scbag:rimana dimaksud pada ayat (2\
huruf <] cliscicsaikarn paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
scjak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 95

(1) Kontrak pcngadaan tunggal merupakan kontrak yang
dibuat olch I (satu) PPK dengan 1 (satu) penyedia
barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan
tertenLu dalam waktu tertentu.

(2) Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak
antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia barang/
jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu
tcrtcntu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing
PPK _\rang mcnandatangani kontrak, dengan ketentuan
scbagai bcrikut:
a. .surrlbe r pendanaannya berasal dari beberapa OPD

(co Jinancing);
b. ciari sumbcr dana 1,ang bcrbcda (APBD-APBD,

AI]IJD APBN, APBN-APBN);

c. penjclasan mengenai tanggung jawab dan
pcmbagian beban anggaran diatur dalam kontrak
sesuai dengan karakteristik pekerjaan;

d. kontrak pengadaan bersama dimaksudkan untuk
rncningkatkan efisicnsi pelaksanaan maupun
.l n gga ran, contohnya :

I. nengadaan ATK.
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pengadaan peralatan kantor,
pengadaan komputer

e. pembcbanan anggaran untuk kontrak pengadaan
bersama, diartur dalam kesepakatan pendanaan
bcrszrma.

(3) Kontrak payung (Frametuork Contract\ merupakan
kontrak harga satuan antara Pemerintah Daerah
clcng:rn pcnvcdia bzrrang/jasa yang dapat
dimanfaatkzrn oleh OPD, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. diadakan untuk menjamin haiga barang/jasa yang

lebih elisien, ketersediaan barang/jasa terjamin
dan silatnya dibutuhkan secara berulang dengan
volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat
ditentukan pada saat kontrak ditandatangani,
misalnya:

1 . pcngadaan alat tulis kantor (ATK);

2. pengadaan kendaraan dinas;

3. pcn gad:t:rn jasa boga;

4. pcngadaan jasa layanan perjalanan (trauel
ag e,nt);

5. pckerjaan/jasa lzrin yang sejenis.

b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/OPD
yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran
be rsama terhadap volume / kuantitas pekerjaan
yang te lah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
secara nyata.

(4) Pembcbanan anggaran untuk kontrak pengadaan
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam kesepakatan bersama.

12. Bagian liclima, Pasal (17 dan Bagian Keenam, Pasal 98,
diubah scbagai bcrikut :

Bagian Kelima
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 97

(1) Tantla bukti pcrjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
C. SPK;
d. surat pe rjanjian.

(2) Bukti pe mbelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrrl' a, cligun:r.karn untuk pengadaan barang/jasa
yang nilainya szrmpai dengan Rp 10.000.000,00
(sc p r-r lur h juta rupiah).

4.
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BAB Vll, PtrLAKSANAAN KONTRAK, Pasal 99 sampai
dcngan Pasal 102, diubah sebagai berikut:

BAB VII
PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Paragraf 1

Perubahan Kontrak
Pasal 99

Dalam hal terdapat pcrbcdaan antara kondisi lapangan
pada saat pclaksanaan, dcngan gambar dan/atau
spcsilikasi tcknis vang clile ntukan dalam dokumen
kontrar.k, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat
melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan
yang tercantum dalam kontrak;

b. menambah dar-r/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. mcngubah spesilikasi teknis pekerjaan sesuai
dcngan kcbutuhan lapangan;

cl. mcngubah jadu,al pelaksanaan.

Pcrub:rhern kontrak sebagzrimana dimaksud pada ayat
(l) bcrlaku untuk pekerjaan yang menggunakan
kontrak harga satuan atau bagian pekcrjaan yang
menggunakan hztrga saLuan dari kontrak gabungan
lurrLp surtt dan harga satuan.

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dilaksanakan dengan ketentuan :

a. tidak melebihi 10% (scpuluh perseratus) dari harga
yang tcrcantum dalam perjanjian / kontrak awal;

b. tcrscdianya anggaran untuk pekerjaan tambah.

(4) Penyedia ba ra ng/jasa dilarang mengalihkan
pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak,
dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain,
I<cculili scbagian pckcrjaran lttama kepzrda penycdia
l.r; 't;rttg i.,:.;r sp, si;rlis.

(5) Pclar-rggariin aLas kctcntuan se bagaimana dimaksud
pada a1'at (3), penyedia barang/jasa dikenakan sanksi
bcrupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai
dcngan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen
kontrzrk.

(6) Pcrubahan kontrak yang disebabkan masalah
administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati
ke dua belah pihak, masalah administrasi tersebut
antara lain :

a. pcnggantian PPK;

(1)

(2)

(3)
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Paragraf 2

Uang Muka

Pasal 1OO

(l) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia
bar:rng/jasa untuk :

a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
barang/ material;

c. pcrsiap:rn teknis lain yang diperlukan bagi
pcla ksanaan pen gadaan barang/jasa.

(2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barangl
jasa dengan ketentuan :

a. PPK menyetujui rencana penggunaan uang muka
yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;

b. unluk usaha kccil uang muka dapat diberikan
paling t inggi 30% (tiga puluh pe rseratus) dari nilai
kontrak pcngadaan barang/jasa;

c. untlrk usaha non kecil dan penyedia jasa
konsultansi, uang muka dap:rt diberikan paling
t inggi 2O%o (dua puluh pcrseratus) dari nilai
l<o n t ral< pengadaan barang/jasa;

d. urntuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat
dibcrikan:
I. 2ook (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun

pertama; atau

2. l5% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.

(3) Uang rnuka yang telah diberikan kepada penyedia
barang/jasa, harus segera dipergunakan untuk
mclaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana
pcnggllna..\n uang muka yang telah mendapat
pcrsctujuan PPK.

(a) Nilai .j:rnrinan uang muka secara bcrtahap dapat
drkrrrangi sccara proporsional sesuai dengan
pcncapaizrn prestasi pekerjaan.

Paragraf 3

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 1O1

(l) Pe mbayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam
bentuk:
a. pe mbayaran bulanan;

b. pembal,'aran bcrdasarkan tahapan penyelesaian
pc kc rjaa n (tcrmin);

c. pcmbal ariin sccara se kaligus se telah penyelesaian
pckc rjazrn.
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(2) Pcmbavaran presLasi kerja diberikan kepada penyedia
b:irang/j:isa selelzlh dikurangi angsuran pengembalian
uang muka dan dcnda apabila ada, serta pajak.

(3) Pcrminta.rn pembayaran kepada PPK untuk kontrak
y:rng mcnggunakan sub kontrak, harus dilengkapi
bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor
sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

(4) Pcmbayaran bulanan/termin untuk pekerjaan
konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak termasuk peralatan dan/atau bahan
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak.

(5) PPK nrcn:rhan sc'-bagian pcmbayaran prestasi pekerjaan
scbuqtri u.urg rcLc'nsi untuk jaminan pemeliharaan
pck<:rjaan konstruksi dan jasa lainnya yang
nrcmbutuhkan masa pemeliharaan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa

dalam Keadaan Tertentu
Pasal 1O2

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 83, penunjukan langsung untuk pekerjaan
penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai
bcrikut:
a. PPK mcnerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan

dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam
dari pihak/ ir-rstansi yang berwenang sesuai ketentuan
llcralr-lr:tn perundang undangan;

b. opnamc pckerjaan c1i lapangan dilakukan bersama
ar)tar.r PPK dan penyedia barang/jasa, sementara
prosr:s dan administrasi pcngadazrn dapat dilakukan
secara simultan;

c. pcnanganan darurat yang dananya berasal dari dana
penanggulangan bencana alam adalah :

J. pcnanganan darurat yang harus segera
dilaksanakan dan disclesaikan dalam waktu yang
'paling singkat untuk keamanan dan keselamatan
masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian
ncgzlra atau masyarakat yang lebih besar;

2. konstruksi derrurat yzrng harus segera dilaksanakan
<li,rn rlisclcsaikan dalam u'erktu yang paling singkat,
rrnlul< kcam:rnan dan kese lamatan masyarakat
tla n / alau mcnghinclari kerugian negara f
masyarakat yang le bih besar;
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3.

A

bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam
cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan
pcnanganan darurat dapat dimasukan kedalam
Contract Change Order (CCO\ dan dapat melebihi
10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal kontrak;
penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan
pckerjaan permanen masih dalam kurun waktu
tanggap darurat atau penanganan darurat hanya
dapat diatasi dengan konstruksi permenan untuk
mcnghindari kc'rugian Negara/masyarakat yang
lcbih lx'sit r.

1,1. Parz:lgral' (r, Irasal 104 sampai dcngan Pasal 105, diubah
sebagai bcrikut :

Paragraf 6

Penyesuaian Harga

Pasal lO4
(l) Pcnycsu:rian harga dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak
tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan
bcrdasarkan kctentuan dan persyaratan yang telah
lcrcantum clalanr clokumcn pengadaan dan/atau
;tcnr bahan clokumcn pcngetdaan;

b. Lata czrra perhitungan penyesuaian harga harus
dicarntumkan dengan jelas dalam dokumen
pcngadzran;

c. pcnyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap
kontrak tahun tunggal dan kontrak lump sum serta
pckcrjaan dengan harga satuan timpang.

(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga
adalah sebagai berikut :

a. penycsuaian harga diberlakukan pada kontrak
Lahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari
12 (cluabclas) bulan dan diberlakukan mulai bulan
kc l3 (tigabclas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

b. pcnycsuaizrn harga satuan bcrlaku bagi seluruh
'kcflialan/mata pcmbayaran, kecuali komponen
kcuntungiln detn biava ouerhead sebagaimana
tcrcilnlLlm dalirm penau'aran ;

c. pcn_1'csuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum daiam
kontrak awal/ addendum kontrak;

d. pen.ycsuaian harga satuan bagi komponen
pekcrjaan yang berasal dari luar negeri,
mcnggunakan indeks pcnyesuaian harga dari
ncgara asal barang tersebut;
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e. je nis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
dibe rikan penyesuaian harga mulai bulan ke- 13
(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut
di[andatangani;

f. kontrak yang terlambat pelaksanaannya
disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga terendah antara jadwal awal dengan
j:.rdrval rcalisasi pekerjaan.

(3) Pe nl csuaian harga satuan sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus
scbagai berikut :

lln = I'to (a+b. Bn/ Bo +c.Cn/ Co+d.Dn/Do+........)

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan
d ilaksa na ka n;

Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga
penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;

Dalam hal pena\varan tidak mencantumkan besaran
komponcn keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, ci = Koefisien komponen Kontrak seperti
tt:naga kcrja, bahan, alat kerja, dsb;

Pcnjumlahzrn a+b+c+d+.....dst adalah 1,00.

Bn, Cr-r, Dn : Indeks harga komponen pada saat
pckcrjaan dilaksanakan ;

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada
bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.

(4) Penetapan koelisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh
menteri teknis yang terkait.

(5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari
penerbitan BPS.

(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
inst itn si te knis.

(7) l?urnr-rs:,rn pcnvcsuaian nilai Kontrak ditetapkan
sc bi.r ga i bcrikut :

Pn - (Hn1 x Vl) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... dst

Pn : N ilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian
Flarga Satuan Barang/Jasa;

Hn - Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekcrjaan setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.
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(1)

Paragraf 7
Pemutusan I(ontrak

Pasal 1O5

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak
ap:rl>ila:

a. clcncla kcterlilmbat:in pclaksanaan pekerjaan akibat
kcsalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui
5"/o (limar pcrseratus) dari nilai kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pckerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dcngan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
be rzrkhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyclesaikan pekerjaanl

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
karlender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pckcr.jzran, pcnvedian barang/jasa tidak dapat
Ilr' n\ ( l( sirikJrr pt'kr'rjuunI

d. pcnvcdi:r barang/jasa lalai/cidera janji dalam
mclaksanakan kewajibannya dan tidak
mempcrbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu
-r,ang lelah dite tapkan;

c. pcnycdia barang/jasa tcrbukti melakukan KKN,
kccurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
bcrwenang;

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
schat dalam pclaksanaan pengadaan barang/jasa
din_vatakan bcnar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena
kcsalahan pcnlrcdia barang/jasa :

a. ja n'rinn n pclakszrnaan dicairkan;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;

c. penyedia barang/jasa membayar denda
kctcrlambatan;

d. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daltar
hitam.

Paragraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 9 dan Pasal 10, diubah
sebagai berikut :

(:21

15.
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(r)

Paragraf 2

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Pasal 1O9

Panitia/Pcjabat Pcneliti Pelaksanaan kontrak dibentuk
olch PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam hal :

a. apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
kontrak, bersama-sama dengan penyedia barang
rnciakukan pe meriksaan kondisi lapangan;

b. apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya
me nda sar.

Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk
kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

['anitizr Pcncliti Pclaksanaan Kontrak dibentuk untuk
kontrak pcngadaan barang bernilai diatas Rp
50.O00.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia Pcneliti Pelaksanaan Kontrak untuk pengadaan
barang lcbih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp
500.OOO.OOO,OO, maksimal personil 3 (tiga) orang
(discsu:rikan dengan kebutuhan pekerjaan sari OPD
yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan),
dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp
500.000.000,00 maksimal personil 5 (1ima) orang
berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan
OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri
cla ri :

ir. Kr:t r::r PIITK clari Pckcrjaan yang bersangkutan

b. Scl<r'ctaris PK dari kcgiatan yang bersangkutan

c. Anggota : l. unsur perencana program OPD
yang bersangkutan;

2. unsur lainnya dari OPD yang
bersangkulan;

3. unsur dari Dinas teknis/ Lembaga
teknis lainnya yang berkaitan
dengan pekerjaan bersangkutan.

(5) Pe nggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya
seb'agai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak,
berdasarkan permohonan dari PA/KPA, dan mendapat
ij in / persetuj uan / penugasan dari kepala
dinas/ lembaga teknis yang bersangkutan.

(6) 'l'ugas Panitia/ Pejab:rt Penclili Pclaksanaan Kontrak
rncliput i :

il. I)adar tahap arval pelaksanaan kontrak, bersama-
sama dcngan pcnyedia barang melakukan
pcme riksaan kondisi lapangan;

(2)

(s)

(4)
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(l)

(2J

(s)

b. Mcncliti apabila tcrjadi perubahan kontrak yang
silatnya mendasar antara lain seperti : disain dan
spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan,
dan lain-lain;

c. Membuat Berita Acara hasil penelitian;

d. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu
dilzrkukan kepada PA/ KPA atas hasil penelitian
tcrsebut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 110

l)anitia/ I,cj:rbat Pcncrima Hasil Pe kerjaan ditunjuk
oleh PA/KPA untuk mewakili PA/KPA dalam rangka
pclaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari
penyedia barang.

Pqabat Pcnerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk
konLrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp
50.OOO.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk
kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Prrnilia Pcncrirna hasil pckcrjaan pengadaan barang
Icirih rlari Iip 50.000.O00,00 sampai dengan Rp
:r00.O00.0O0,00, rnaksimal personil 3 (tiga) orang
(discsuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OpD
yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan),
dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp
50O. O00 000,00 maksimal personil 5 (lima) orang
b<:rasal dari unit kcrja OPD yang bersangkutan dan
OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri
dari :

a. Ketua PPTK

b. Sekretaris PK dari kegiatan yang bersangkutan

c. Anggota : 1. Unsur 1'ang terkait lainnya dari
OPD yang bersangkutan;

2. Unsur BAPPtrDA;
' 3. Unsur DPKAD

Penugasan unsur Bappeda dan Unsur DPKAD sebagai
iinlagota panitia pcncrima hasil pekerjaan, berdasarkan
pcrmohonan PA/ KPA, dan me ndapat ij in/ persetujuan/
pcnugasan dari kcpala OPD yang bersangkutan.

Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi :

a. Melakukan penilaian terhadap seluruh hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia
barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak;

(1)

(s)

(6)



b. Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
setelah melalui pemeriksaan / pengujian;

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil
pc n ilaian;

d. Mclaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.

16. Paragral 22, Pcnghcntian dan Pemutusan Kontrak, Pasal
129. cliubirlr scb:rg:ti bcrikut :

Paragtaf 22

Penghentian dan Pemutusan Kontrak
Pasal 129

(l) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena
pckcrjz,ran sudah selcsai atau terjadi keadaan kahar.

(2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wa.jib
membal'ar kepada penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah dicapai.

(3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :

ir. kt'br-rtuhrin b:rrang/.jasa tidak dapat ditunda
mclc:tri1'r i batas bcrerkhirnya kontrak;

b. bcrdasarkan pcnelitian PPK, penyedia barang/jasa
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pckerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dcngan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
mcnyclcsaik:rn pekerjaan;

c. sete lah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekcrjaan sampai dengan 5O (1ima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan ;

cl. pcnlcdia lalai/cidcra janji dalam melaksanakan
kr:u'a1r l;an r.rvzr dan tid:rk mcmperbaiki kelalaiannya
clalam jangka u,aktu yang telah ditetapkan;

e. penyedizr terbukti melakukan KKN, kecurangan
clan/ateru pe malsuan dalam proses pengadaan yang
dipurtuskan olch instansi yang berwenang;

f. pcngaduan tcntang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang.

(4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena
kcs:.ilahan penyedia :

.1. jaminan pelakszrneran dicairkan;

b. sis:r uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau
j:rminan uang muka dicairkan;

c. pcnycdia barang/jasa membayar denda
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d. pcnvcdia dimasukk:rn dalam daftar hitam.
(5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK

terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/
atau pelanggararan persaingan sehat dalam
pclaksan:ran pcngadaan, maka PPK dikenakan sanksi
bcrda sarkan perundang-undangan.

17. Paragraf 27, Pengll entian dan Pemutusan Kotrak, Pasal
157, diubah sebagai berikut :

Patagtaf 27
Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 157
(1) Pcnghcntian kontrak dapat dilakukan karena

pel<crjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
(2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka ppK wajib

nrr:mbalar kcpada pcnycdia sesuai dengan prestasi
pc kcrjaa n yang tclah clicapai.

(3) Pcmutusan kontrak dilakukan apabila:
a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda

me lebihi batas berakhirnya kontrak;
b. bcrdasarkan pcnclitian PPK, penyedia barang/jasa

trdak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyclesaikan pekerjaan;

('. sctclirh dibcrikarn kescmp:rtan menyelesaikan
pcki'r'ja:in s:irnpai dcngan 50 (lima puluh) hari
kalr:nt.lcr scjak rnasa bcrakhirnya pelaksanaan
pckcqaan, pcnyedia barang/jasa tidak dapat
mcnyclcsaikan pekerjaan,

d. pcnycdia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
dipr-rtuskan oleh instansi yang berwenang;

e. pcngaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwening.

(4) Derlarn hal pcrnutusan kontrak dilakukan karena
kcsal:rhan pcnycdia :

a. .janrirrirn pcla ksa naa n dicairkan;

b. sisii uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau
jaminan uang muka dicairkan;

(--. pcnvccl i'r barang/jasa membayar
kct <:rl:rmbatan; dan

d. pcn,r,cdia dimasukkan dalam daftar hitam.

denda
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(5) Dal.rm hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK
rcrlrbat pcnyimpangan proscdur, melakukan KKN
d:rn/atau pelanggararan persaingan sehat dalam
pelarksanzran pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Paragraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 159 dan Pasal 160,
diubah sebagai be rikut :

Paragraf 2

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Pasal 159

( l) PaniLia/Pcjabat Pcneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk
olch PA/KPA untuk mcmbantu PA/KPA dalam hal:
a. apabila dipcrlukan, pzrda tahap awal pelaksanaan

kontrak, bcrsama,sama dengan penyedia barang
mclakukan pemeriksaan kondisi lapangan;

b. apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya
mendasar.

(2) Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk
kontrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk
kontr:rk pcngadaan barang bernilai diatas Rp
50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) l,anitia Pcncliti Pclaksanaan Kontrak untuk pekerjaan
jasa konsulLi,rn lcbih dari Rp 50.000.000,00 sampai
dcngarn l?p 500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga)
orang (discsuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari
OPD yang bersangkutan atau OPD terkait jika
diperlukan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari
Itp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang
berasal dari unit ke rja OPD yang bersangkutan dan
OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri
dari:
a. Ketua PPTK dari pekerjaan yang bersangkutan

b. Sckrctaris PK dari kcgiatan yang bersangkutan
('. Anggota: l unsur pcrencana program OPD yang

bcrsangkuLan;

2. unsur lainnya dari OPD yang
bersangkutan;

3. unsur dari dinas teknis/lembaga
Lcknis lainnya yang terkait dengan
pekcrjaan bersangkutan

(5) Pcnggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya
sebagai anggota panitia peneliti pelaksanaan kontrak,
berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat
ij in / persetujuan/ penugasan dari kepala OPD yang
l.^-...,'..'l-,,r-'.
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(6) Tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meliputi :

a. pada tahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-
sama dengan penyedia barang melakukan
p<:mcriksaan kondisi lapangan ;

b. mcnclil i apabiia tcrjadi pe rubahan kontrak yang
silatnl,ar mcndasar antara lain seperti disain dan
spcsifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan,
dan lain-lain;

('. rni:nbuat Bcrita Acarr,r h:lsil penelitian;

d. mcngusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu
dilakukan ke pada PA/ KPA atas hasil pe nelitian
tcrsebut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 16O

Panitia/Pcjabat Pcnerima Hasil Pekerjaan ditunjuk
olch l']A/KPA untuk meu'akili PA/KPA dalam rangka
pcllrksanuran serah terima hasil pekerjaan dari
pcn,ycdia barang.

Pc.jabat l)cncrirna Hasil Pckerjaan dibentuk untuk
konlrak pcngadaan jasa konsultansi bernilai sampai
dcngan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk
kontrak pengadaan jasa konsultansi bernilai diatas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia Penerima hasil pekerjaan jasa konsultan lebih
dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp
500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang
(disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dari OPD
yang bersangkutan dan OPD terkait jika diperlukan),
dan kontrak pengadaan barang lebih dari Rp
500.(XX).000,00 rraksimnl pcrsonil 5 (lima) orang
Lrcrzrstrl clari r-rrrit kcrja OPI) yang bersangkutan dan
Ol)D lainn-va yang bcrkaitan dengan pekerjaan, terdiri
dari :

:-r. Iictua PPTK pe kerjaan yang bersangkutan

b. Sekretaris PK atau unsur teknis dari kegiatan yang
bcrsangkutan

c. Anggota : l. unsur yang terkait lainnya dari OPD
yang bersangkutan;

2. unsur BAPPEDA;

3. unsur Bagian Pengendalian
Administrasi Pembangunan Setda;

.4 . lr n su r Bagian Pembangunhh
In lia struktur dan LH Setda.

(t)

(2)

(3)

(4)
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{5) Pcnugasan unsur BAPPEDA, Bagian Pengendalian
Aclrninistr:rsi Pcmb:rngunan, dern Unsur Bagian
l)cmbangunan lnlrastruktur dan LH Setda sebagai
an !l!lo ta Pan i tia Pene rima l{asil Pekerj aan, berdasarkan
pcrmohonan PA/ KPA, dan mendapat ijin/ persetujuan/
penugasan dari kepala OPD yang bersangkutan.

(6) Tugas Panitia Penerima Pekerjaan meliputi :

ii. mclakukan penilaian terhadap seluruh hasil
pckergaan yang telah diselesaikan oleh penyedia
barzrng sesuai dengan ketentuan yang tercantum
da la m kon t rak;

b. menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
sctclah mclalui pemeriksaan/pengujian;

c. mcmbuirt dan mcnandatangani Berita Acara hasil
pcn il:ria n;

d. mclaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.

18. Paragral 22, Penghentian dan Pemutan Kontrak, Pasal
I 7c), clir-r ba lr scb:rg:ii bcrikut :

Patagtaf 22
Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal L79

(1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena
pckcr.jaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

(2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib
membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah dicapai.

(3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila:
ir. l<cl.rr.rtuhan barerng/jasa tidak dapat ditunda

mclcbihi batas berakhirnya kontrak;

b. bcrdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
be rzrkh irnya pclaksanaan pekerjaan untuk
rncnye lesaikan pe kcrjaran;

c. betelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 5O (lima puluh) hari
kalcnder sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat
mcnvc:lt:saikan pekcrj:ran ;

ci. pcrrrcciia tcrbukti mclakukan KKN, kecurangan
dan/atau pcm:rlsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang;
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e. pcng:rduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang.

(4) Dalam hal pemutusan kontrak diiakukan karena
kesalahan penyedia :

a. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau
jarninan uang muka dicairkan;

b. penlredia membayar denda;

c. pcnl'r:dia dimasukkan dalam daltar hitam.
(5) I)alan lral pcmutusan kontrak dilakukan karena ppK

tcrlibat pcnyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/
Ltt.tL.l pclanggararan persaingan usaha yang sehat
dalam pciaksanaan pengadaan, maka ppK dikenakan
san ksi bcrdasarkan pcraturzrn perundang-undangan.

19. Par.rgraf 2 dan Paragraf 3, Pasal 181 dan Pasal 182,
diubah scbagai bcrikut :

Paragraf 2

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Pasal 181

(1) PaniLia/ Pc.jabat lrcncliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk
olch l)A/ KPA untuk mcmbantu PA/KPA dalam hal :

('. apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
konlrak, bersama sama dcngan penyedia barang
mclakukan pe meriksaan kondisi lapangan;

d. apabila terjzrdi pcrubahan kontrak yang sifatnya
me ndersar.

(2) Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk
konLrak pengadaan barang bernilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Panitia Pcneliti Pelaksanaan Kontrak dibentuk untuk
kontrak pengadaan barang bernilai diatas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Panitia Pcneliti Pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan
jasa konsultan lcbih dari Rp 5O.OOO.OOO,O0 sampai
dcn'gan lip 500.000.0O0,O0, maksimal personil 3 (tiga)
orang (cliscsuaik:rn dcngan kebr-rtuhan pekerjaan dari
OPD ] ang bcrsangkutzrr-r atau OPD terkait jika
dipcrlr-rkan), dan kontrak pengadaan barang lebih dari
Rp 500.000.000,00 maksimal personil 5 (lima) orang
bcrasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan
OPD lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, terdiri
drrri :

1. Ketua PPTK dari pckcrjaan yang bersangkutan

2. Sekrctaris PK dari kegiatan yang bersangkutan

3. Anssota 1. unsur Derencana orosram OPD vano
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{s)

(6)

2. unsur lainnya dari OPD yang
bersangkutan;

3. unsur dari dinas teknis/lembaga
teknis lainnya yang terkait dengan
pekerjaan bersangkutan.

l)cnggunaan unsur dari dinas/lembaga teknis lainnya
sr:[riigi.ri i.urggoLa panitra pcncliti pclaksanaan kontrak,
bcr<.1:rsarkan pt:rrnohon:rn PA/ KPA, dan mendapat
ij in / pcrsr:tuj uern / pcnugasan dari kepala OPD yang
bcrsangkutan.

Tugas Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
meliputi :

a. pada tahap au,al pelaksanaan kontrak, bersama-
sama dengan penyedia barang melakukan
pe meriksaan kondisi lapangan;

b. meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang
sifatnya mendasar antara lain seperti disain dan
spcsifikasi, kuantitas, biaya, u'aktu pelaksanaan,
dan lain l:.r in;

c. mcrrbr.r:r1 Bcrita Ac:ara hasil penclitian;

d. mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu
dilakukan kepada PA/ KPA atas hasil penelitian
lcrscbut.

Paragraf 3

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 182

Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditunjuk
oleh PA/KPA untuk mewakili PA/KPA dalam rangka
pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari
pcnycdia barang.

(2) Pcjabat Pcncrima Hasil Pekerjaan dibentuk untiik
kont.rak pcngadaan barang bernilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitia Pcncrima Hasil Pckerjaan dibentuk untuk
kontrak pcngadaan barang bernilai di atas Rp
50.000.OO0,00 (lima puluh juta rupiah).

Panitier Penerima hasil pekerjaan pengadaan barang
lcbih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp
500.000.000,00, maksimal personil 3 (tiga) orang
(disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan sari OPD
yang bersangkutan atau OPD terkait jika diperlukan),
dzrn kontrak pengadaan barang lebih dari Rp
500.000.000,00 maksimal personil 5 (1ima) orang
berasal dari unit kerja OPD yang bersangkutan dan
OPD teknis lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan

(1)

(3)

bcrsangkutan, lerdiri darr :

:r. KclLl:l PIrTK

(1)

1j
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c. Anggota : 1. unsur yang terkait lainnya dari OpD
yang bersangkutan;

2. unsur BAPPEDA;

3. unsur Bagian pengendalian
Administrasi Pembangunan.

4. unsur Bagian Pembangunan
Infrastruktur dan LH Setda.

(5) Penugasan unsur BAPPEDA dan unsur, Bagian
Pcnge ndaliarn Administrasi Pembangunan, Bagian
Pembangunan lnlrastruktur dan LH Setda sebagai
.lnggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan
permohonan PA/ KPA, dan mendapat ijin/ persetujuan/
pcnug.rsan dari kepala OPD yang bersangkutan.

(6) Tugas Panitia Pcnerima Pe kerjaan meliputi :

i.l. rrrclal<rrkan pcnili_rian terhadap scluruh hasil
pckcl:ran l ang tclzrh disclcsaikan olch penyedia
bar-ang scsuai dcngan kctcnLuan yang tercantum
dalam kontrak;

b. mencrima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
sctclah melalui pe meriksaan/ pengujian;

c. mcmbual dan menandatangani Berita Acara hasil
pcnilaian;

d. melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/ KPA.

20. Pasal 199 dan Pasal 2O0, diubah sebagai berikut:
Paragraf 20 :'

Penghentian dan Pemutusan Kontrak
Pasal 199

(1) Ircnghcntian kontrak dapat dilakukan karena
pekcrjaan sudah selcsai atau terjadi keadaan kahar.

(2) Dal:rm h:rl kontritk dihcntikan, maka PPK wajib
mcmb:r\':rr kcpada pcnycdia sesuai dengan prestasi
pckcrj aa n yang tclah dicapai.

(3) Pe mutusan kontrak dilakukan apabila :

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda
melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa
tid.ik akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pckcrjaern n'zrlaupun diberikan kesempatan sampai
dcngan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
bcrakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
mcnl,clcsaikan pekcrjazrn ;

Sctclah dibe rikan kcscmpatan menyelesaikan
pckcrjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalcndcr scjak masa berakhirnya pelaksanaan
pckcrjaan, pcnyedia barang/jasa tidak dapat
mcnyelesaikan pekerjaan;

c.
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d. pcnvcdi:r l:riai/cidera janji dalam melaksanakan
kcu'a.jibannya clan tidak memperbaiki kelalaiannya
clalam jerngka waktu yang telah ditetapkan;

e. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang;

l'. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
be n:rr oleh instansi yang berwenang.

(4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karenzr
kcsirlirliirn pcnvcclia :

a. jarnir-tarr pclaksanaan dicairkan;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau

jaminan uang muka dicairkan;
c. penyedia barang/jasa membayar denda

kctcrlambatan; dan

d. pcnycdia dimasukkan dalam daftar hitam.
(5) Dalam hal pcmutusan kontrak dilakukan karena ppK

terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanl€sli
l;crrlus:irkan pcraluran pcrundang undangan.

BAB VIII
SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 2OO

(1) Swakclola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa
dimana pekerjaannya dircncanakan, dikerjakan dan/
atau diawasi sendiri oleh OPD sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
ke lompok masyarakat.

(2) Pckc{aan vang dapaL dilakukan dengan swakelola
mt liprrtr :

a. pckcrjeran l ang bcrtujuan untuk meningkatkan
kcmampuan dan/atau mcmanlaatkan kemampuan
tcknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas dan lungsi OPD;

b. p<:l<crjaan )'anfl opcrasi dan pemcliharaannya
mcmcrlukan partisipasi langsung masyarakat
sclcmpat atau dikelola oleh OPD, antara lain :

1. pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier; '

2. pemeliharaan hutan/ tanah ulayat;
3. pe me liharaan saluran/jalan desa.
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C.

d.

e.

J.

t.

h.

pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat,
lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh
penyedia barang/jasa, contoh pemeliharaan rutin
(sk:rla kccil, sederhana), seperti penanaman
gembalan rumput dan lain-lain;
pckcrjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
d ih itung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga
apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
akan mcnimbulkan kctidakpastian dan risiko yang
bcsar, contoh pcngangkutan/pengerukan sampah
p:rda instlasi pompa, penimbunan daerah rawa,
cl:rn li-rin-lain;

penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,
seminar, lokakarya atau penyuluhan, contoh
pe latihan keahlian/ keterampilan, kursus
pcngadaan barang/jasa dan lain-lain;
pckerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
dan survei yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/ metode kerja yang belum
d:rpzrt dilaksanakan oleh penyedia barang/jasir,
contoh prototype rumah tahan gempa/sumur
sclii f)a lr , clrrn lirin-lain:
pr:l<crjii:tn survei, pe mroscsan data, perumusan
kcbijakan pcmerintah, pengujian di laboratorium
dan pengembangan sistem tertentu, contoh
pcnyusunan/ pengembangan peraturan perundang-
u nda nga n, dan lain-lain;

pckcrjaan yang bcrsilat rahasia bagi OPD yang
bc'rsa ngkutan, conyoh pencetakan ijazah,
pcmbangunan rahasia , dan lain-lain;

pekerjaan industri kreatif, inovatil dan budaya
dalam neger, contoh pembuatan film animasi,
pe rrnainan interaktif, dan lain-lain;
pL'nc:litiirn <lan pcngcmbangan dalam negeri, contHr
pcrrclit irr konstruksi Lurfran gcmpa, dan lain-lain; 'i

pckcrjaan pengembangan industri pertahanan,
indurstri alutsista dan industri almatsus dalam
ncgcri, contoh pcngcmbangan senjata keperluan
rnilitcr, dan lain-lain.

Proscdur su.akclola meliputi kegiatan perencanaan,
pclaksernazrn, pcngawasan, pcnyerahan, pelaporan dan
pe rta nggungjawaban pekcrjaan.

Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :

a. OPD penanggung jawab anggaran;

b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola baik
l ang bcrsilal sr",,,adana maupun non-swadana;

k

(3)

c. Kclompok
l:r in :

(41

Masyarakat Pelaksana Swakelola, antm'h
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2) Kclompok'lani;
3) Pt:rguruan'linggi;
4) Lcmbaga Penelitian.

(5) PA/KPA mcnctapkan jenis pekerjaan serta pihak yang
akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara
su'a kclol.r.

21. BAB X, Bargian Kcsatu, Pasal 217 dan Pasal 218, diubah
sebagai berikut :

Pasal 217
(1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a, dilakukan
se sueri bcsaran komponen dalam negeri pada setiap
b:rlanglj:rsii l ang ditunjukkan dcngan nilai Tingkat
Kornpr>ncn Dalam Negeri (TKDN).

(2) Produk Dalam Ncgcri wajib digunakan jika terdapat
pcnvedia barang/jasa yang mcnawarkan barang/jasa
<lcng:-ur nilai 'l'KDN ditamb:rh nilai Bobot Manlaat
Pcrusahaan (BMP) paling sedikit 4O7o (empat puluh
pcrsr:rit1r-ts).

(3) PPK melakukan pengkajian ulang rencana umum
pengadaan dengan panitia/ pejabat pengadaan terkait
penetapan penggunaan produk dalam Negeri.

(4) Pcmbatasan pen::rwaran produk asing sebagaimana
climaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit
satu produk dalam negeri dalam daltar inventarisasi
barang/jasa produksi dalam negeri dengan nilai TKDN
paling sedikit 25%o (dua puluh lima persen) dan paling
sedikit 2 (dua) produk dalam negeri dalam daftzrr
invcrrLrrlisirsi brrriing/jzrsa produksi dalam nege.ri
dcrrgarr nilai 'l'lil)N kurang dari 25ak (dua puluh lima
pcri:n).

(5) Pclaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh
barang/jasa produksi dalam negeri sepanjzrlq
barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis
yang clipcrs5,2121[an, harga yang wajar dan
kcmampuan pcnycrahan hasil Pekerjaan dari sisi
w,aktu maupun jumlah.

(6) TKDN mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa
produksi dalam Negeri yang diterbitkan oleh
Kcmcntcri:rn yang mcmbidangi urusan perindustrian. 

.

(7) Kc;Lr:ntuan clan Lata cara pcnghitungan TKDN meruj!1!'i
Pirda kt:tCrrlr-li]ll yalt!{ ditctapkan olch Menteri yang
n'rcmbi<1:.rngr urusalt perindustrian dengan tetap
bcrpcdoman pada tata nilai pengadaan barang/jasa
scbagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
54 T:rhun 20lO Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pcmcrintah.
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(l)

12)

Paragraf 2

Preferensi Harga

Pasal 2 18

Prefercnsi harga untuk barang/jasa dalam negeri
diberlakukan pada pengadaan barang/jasa yang
dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan
Internasional.

Prclcrcnsi harga untuk barang/jasa dalam negeri
dibcrl:rkuk:,rn pada pengadaan barang/jasa yang
rlilril-r,i'tri r-upiah murni dcngan kctentuan :

:r. s:rmpai dcngan 31 Desember 2013, untuk
pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp
5.0OO.000.000,O0 (lima milyar rupiah);

b. rrrul:ri I .Janu:iri 2014, untuk pcngadaan
birrang/jasa bcrnil:ri diaras Rp 1.000.0O0.000,00
(satu mrlyar rupiah).

Prelensi harga untuk barang/jasa dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku
tcrhadap produk yang diprioritaskan untuk
dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang
menvc le n ggaraka n urusan pemerintahan dibidang
pcrindr-rstrian setelah mendapat pertimbangan dari
Mcnteri/ pimpinan lembaga teknis terkait. rrl
Irrcl'crcnsi harga hanya diberikan kepada barang/jasa
clalam ncgcri dcngan TKDN lcbih besar atau sama
rlc:r'rg:rrr 25')i, (dua puluh lima perscratus).

Barang procluksi d:rlam negeri sebagaimana dimaksud
pada rr1,:rt (3), tcrcanlum dalam daftar barang produksi
dalam ncgcri yang dikeluarkan oleh Menteri yang
membidangi urusan perindustrian.

Prclcrcnsi I'rarga untuk barang produksi dalam negeri
paling tinggi 15% (lima be las perse ratus).

Prelcrcnsi harga untuk pekerjaan konstruksi yang
clikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,sYo
(tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran
terendah dari kontraktor asing. -:.

Ilargrr I}'aluusi Akhir (tlliA) dihitung dengan ketentuan
sc txrg:r i bclikut: :r'

:1. prr:li:rr:rrsi tcrhuclap komponcn dalam 
"ag"ilbarang/j:rsa adalah tingkat komponen dalam negeri

dikalikan prcfcrcnsi harga;

b. prclcrensi harga diperhitungkan dalam evaluasi
harga pcnawaran yang telah memenuhi
pcrsyaratan administrasi dan teknis, termasuk
korcksi u rit ma t ik;

c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah
sebagai berikut :

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)
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tl\
Hr:rt = \u *) x Itt'

HEA = Harga trvaluasi Akhir.
KP = Koelisien Preferensi (Tingkat Komponen
l)irlrrrn Ncgcri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi
li;rr;ing/.Irs;r;.
l{l) = Ilarga Pcnawaran (Harga Penawaran yang
rncmcnuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

22.BAB XI, PERAN SERTA USAHA KECIL, pasal 220 diubah
st:bagai bcrikut:

BAB XI
PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 22O

(1) Dalam pengadaan barang/jasa, pA/KpA wajib
mcrnpcrluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil
scrta kc>pcrasi ke cil.

(2) D:ilarn proscs pcrcncanaan dan penganggarzrn
kcgia ta n , PA / KPA me ngarahkan dan menetapkan
bcsaran pcngadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kccil.

(3) Nilai pakct pckcrjaan pcngadaan barang/ pekerjaan
konslruksi/jasa lainnyar sampai dengan Rp
2.500.000 000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
dipe runtukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
kopcrasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipcnuhi olch Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi ke cil.

(4) Pcngatr-rran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk pengadaan jasa konsultansi dibidang
konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan
tugas pcmbinaan dibidang jasa konstruksi setelah
dikonsrrltitsikan kcpii<1a LKPP.

(5) I)criuasan pcluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
l<opcrasi k<:cii mclalui pengadaan barang/jasa
ditct:.rpkan sebagai berikut :

a. 'sctiap awal tahun anggaran, PA/KPA membuat
rencana pengadaan barang/jasa dengan sebanyak
rnungkin me nycdiakan paket-paket pekerjaan bagi
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada
instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil.

(6) Pcmbinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta.
kopcrasi kccil mcliputi upaya untuk meningkatklh
pcli.rl<sirntran kcmilraan antara usaha non-kccil denglh
LJsirh:r Mikro dan Us:lhit Kecil serta koperasi kecil di
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Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Oktober
2012.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngund:rngan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya
clalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

an di Cianjur
1<l Ol<tobcr 2012

I{ABUPAI'EN CIAN.]UR,

DIN ALI

BD]?I'IA DAEIiAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 20I2 NOMOR 54.


